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LEMBARAN DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 9 TAHUN 2006
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a bahwa sesuai dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005
tentang Bantuan Keuangan Kepada
Partai Politik, besaran nominal bantuan
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Mengingat

1.

keuangan kepada partai politik harus
dicantumkan dalam Peraturan Daerah;

bahwa sebagaimana maksud huruf a di
atas maka Peraturan Daerah Kota
Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2006
tentang Bantuan Keuangan Kepada
Partai Politik perlu diubah;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b diatas, perlu menetapkan
Peraturan Daerah;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 19) Jo Peraturan Pemerintah
Nomor 44 Tahun 1990 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati 11
Sawahlunto,  Kabupaten Dati I
Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten
Dati Il Solok (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor
59);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003
tentang Susunan dan Kedudukan Majelis
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4310);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389 );

Undang-Undang Republik  Indonesia
Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Kewenangan antara Pemerintah
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10.

Pusat dan Pemerintahan  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437);

Undang—Undang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Partai  Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4801);

Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4513);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);
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